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ABSTRAK 
 
Salah satu penyakit menular di Indonesia adalah penyakit Demam Berdarah Dangue 
(DBD) yang disebabkan virus Dengue dan ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. 
Tahun 2010 provinsi Jateng menjadi provinsi endemik DBD. Semarang menjadi 
ranking 1 kasus DBD terbanyak di Jateng. Implementasi pengendalian DBD di DKK 
dipengaruhi empat faktor; komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 
Permasalahan dari segi komunikasi seperti kurang terjadwalnya pertemuan yang 
dilakukan, SDM dari segi kuantitas dan kualitas masih kurang jumlah ketenagaan 
dan pelatihan, sumber daya dana masih kurang dan disposisi yang sudah cukup 
baik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi pengendalian DBD di 
DKK Semarang dari empat variabel implementasi tersebut. Penelitian ini merupakan 
penelitian observasional dengan data bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 
dengan indepth interview dengan informan utama adalah kepala DKK, Kasi P2B2 
dan pemegang program di DKK Semarang. Uji validitas dengan triangulasi sumber 
kepada puskesmas Kedungmundu dan puskesmas Bangetayu. Hasil penelitian ini 
adalah keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian DBD di DKK Semarang 
disebabkan oleh empat variabel, yaitu komunikasi yang baik dari DKK ke 
puskesmas, kuantitas SDM yang cukup dan kualitas yang masih perlu pelatihan 
dalam pengendalian DBD dan sumber daya finansial yang cukup, disposisi yang 
berjalan sesuai perda no. 5 tahun 2010 tentang pengendalian DBD dan struktur 
birokrasi yang sudah baik. Kesimpulannya adalah keberhasilan implementasi 
kebijakan pengendalian DBD di DKK Semarang dipengaruhi variabel komunikasi, 
sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sarannya adalah perlunya pelatihan 
untuk petugas pengendalian DBD, penambahan fasilitas penunjang program 
pengendalian DBD dan perlunya pemerataan ketenagaan ke 37 puskesmas di Kota 
Semarang. 
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PENDAHULUAN 
Seperti yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 dan 2 dalam Undang-undang RI 
No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu (1) setiap orang berkewajiban ikut 
mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
yang setinggi-tingginya, (2) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan 
masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.1 
Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan masyarakat 
diantaranya adalah pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, perkembangan 
teknologi serta tuntutan hidup manusia yang meningkat dan semakin bervariasi, 
sedangkan sumber daya yang dimiliki semakin terbatas dan menyebabkan turunnya 
kualitas lingkungan serta gangguan kesehatan bagi manusia. Gangguan kesehatan 
tersebut dapat berupa berbagai penyakit fisik maupun penyakit mental atau 
kejiwaan. Penyakit fisik berupa penyakit menular dimana mekanisme penularannya 
dengan pembawa yang disebut vektor. Vektor dapat berupa serangga seperti 
nyamuk, lalat, kecoa atau dapat berupa binatang bertulang belakang. Bibit penyakit 
sendiri yang dibawa oleh vektor sering disebut agent, seperti misalnya virus dangue 
penyebab demam berdarah, Shalmonella tipy penyebab tipus.2 
Salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah di Indonesia adalah 
penyakit Demam Berdarah Dangue (DBD) yang disebabkan oleh virus Dengue dan 
ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Penyakit DBD ini ditemukan hampir di 
seluruh belahan dunia terutama di negara–negara tropik dan subtropik, baik sebagai 
penyakit endemik maupun epidemik. Kejadian Luar Biasa (KLB) dengue biasanya 
terjadi di daerah endemik dan berkaitan dengan datangnya musim hujan, sehingga 
terjadi peningkatan aktifitas vektor dengue pada musim hujan yang dapat 
menyebabkan terjadinya penularan penyakit DBD pada manusia melalui vektor 
Aedes. Sehubungan dengan morbiditas dan mortalitasnya, DBD disebut the most 
mosquito transmitted disease.2 
Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) atau yang biasa disebut Demam Berdarah 
Dengue (DBD), sejak ditemukan pertama kali pada tahun 1968 yaitu di DKI Jakarta 
dan tahun 1969 di Surabaya sampai dengan sekarang, seringkali menyebabkan 
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kematian dan menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Di Indonesia, jumlah 
kasus menunjukkan kecenderungan meningkat, baik dalam jumlah maupun luas 
wilayah yang terjangkit secara sporadik dan selalu terjadi kejadian luar biasa (KLB) 
pada setiap tahunnya.3 
Dalam kurun waktu 4 tahun yaitu pada tahun 2007-2010, kasus DBD di 
Indonesia meningkat tiap tahunnya. Terdapat dua puncak epidemik di tahun 2007 
terdapat 158.115 kasus dan 2009 terdapat sekitar 158.912 kasus. Pada tahun 2008 
terdapat 137.469 kasus (Insiden Rate = 59,02 per 100.000 penduduk) dan tahun 
2010 mencapai sekitar 140.000 kasus.4 
Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan sebagai provinsi yang endemis untuk 
penyakit DBD. Berdasarkan data dari profil kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada 
tahun 2007 terdapat sebanyak 20.565 kasus, tahun 2008 sebanyak 19.307 kasus, 
tahun 2009 kasus turun menjadi 18.728 kasus dan pada tahun 2010 sekitar 17.000 
kasus DBD.5,6,7,8 
Wabah DBD juga terdapat di kota Semarang dan tersebar di berbagai daerah. 
Penderita DBD di kota Semarang terbilang banyak. Menurut data rekapitulasi kasus 
DBD tahun 2011, pada tahun 2010 saja ada sekitar 1524 kasus yang terjadi di 26 
kelurahan. Jumlah kasus terbanyak pada tahun 2010 terjadi di kelurahan 
Sendangmulyo kecamatan tembalang yaitu sekitar 342 kasus. Adapula data 
mengenai jumlah penduduk yang meninggal yaitu sekitar 3 orang yang terjadi di 
kelurahan Sendangguwo kecamatan Tembalang.9 
Pada tahun 2011 terjadi penurunan angka penderita DBD di kota Semarang. 
Penurunan angka yang terjadi melebihi dari target angka yang ditetapkan oleh Dinas 
Kesehatan Kota (DKK) Semarang yaitu sekitar 72% dari yang ditargetkan yaitu 
sekitar 50%. Dari data rekapitulasi kasus DBD tahun 2011 yang dikumpulkan (input) 
sampai dengan tanggal 30 November 2011, telah terjadi kasus DBD sebanyak 56 
kasus di kelurahan Gajahmungkur kecamatan Gajahmungkur. Jumlah penduduk 
yang meninggal juga masih tetap ada, namun jumlahnya berkurang hanya sekitar 1 
orang yang terjadi di kelurahan Lamper Lor kecamatan Semarang Selatan, 
kelurahan Ngesrep kecamatan Banyumanik dan kelurahan Barusari kecamatan 
Semarang Selatan.10 
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Berdasarkan data rekapitulasi kasus DBD di Kota Semarang tahun 2011, 
setelah dirangking berdasarkan IR DBD puskesmas tahun 2011 yang dikumpulkan 
(input) sampai dengan bulan November 2011, paling tinggi terdapat di puskesmas 
Kedungmundu yaitu 782,44/100.000 penduduk pada tahun 2010 dan di puskesmas 
Bangetayu 84,24/100.000 penduduk pada tahun 2011.9,10 
 Program Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (P2DBD) 
dipegang oleh 2 seksi yaitu Pemberantasan Penyakit yang Bersumber Binatang 
(P2B2) yang berjumlah 9 petugas dan Pencegahan Penyakit yang berjumlah 8 
petugas. Berdasarkan wawancara dengan pemegang program yaitu pak Dani 
Miarso,SKM pada tanggal 5 April 2012, penurunan angka penderita DBD pada tahun 
2011 dipengaruhi oleh adanya Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2010 tentang 
Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue yang ditetapkan oleh Walikota 
Semarang oleh bapak H. Sukawi Sutarip pada tanggal 7 Juli 2010. Pada tanggal 19 
Juli Perda Kota Semarang tersebut diteruskan oleh Soemarmo Hadi Saputro 
sebagai Walikota Semarang yang baru. Kebijakan yang dibuat Walikota Semarang 
yaitu berupa Perda No. 5 Tahun 2010 dibantu oleh Dinkes Kota Semarang dan 
Dinkes Provinsi Jawa Tengah dalam hal data kasus DBD, hasil kegiatan surveilans, 
dll. Setelah kebijakan tersebut disahkan, selanjutnya Walikota Semarang 
memberikan perintah kepada Dinkes Prov. Jawa Tengah dan Dinkes Kota 
Semarang untuk mengendalikan kasus DBD. Implementasi suatu kebijakan 
dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. 
Menurut Pak Dani, komunikasi kebijakan ini ada dua yaitu tertulis dan 
koordinasi. Komunikasi secara koordinasi tidak terjadwal. Komunikasi bisa juga 
berupa pelatihan, namun jarang dilakukan (belum tentu 1 tahun sekali ada). Hal ini 
dikarenakan terbatasnya sumber daya dana yang kurang. Hasil wawancara pada 
tanggal 10 April 2012 dengan Pak Susyanto, sebagai koordinator entri data, 
mengatakan pembuatan Perda karena adanya komunikasi dari Dinas Kesehatan 
baik Dinkes Kota maupun Dinkes Provinsi perihal DBD (jumlah kasus per bulan, IR, 
dan CFR). Hal tersebut juga disampaikan oleh Bu Endah selaku kepala seksi dari 
bagian Pencegahan penyakit saat wawancara pada tanggal 16 April 2012. Diadakan 
pula rapat koordinasi yang dihadiri puskesmas, DKK pendamping, perangkat desa, 
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tokoh masyarakat dan lurah setempat. Dari rapat koordinasi tersebut hasilnya dapat 
diinformasikan kepada masyarakat, 
Dari segi sumber daya, menurut Pak Dani dan Pak Susyanto, pada tahun 
2011 dapat tambahan sumber daya manusia 16 orang (8 epidemiologi dan 8 
entomologi). Dari 16 orang tersebut 12 orang (7 epidemiologi dan 5 entomologi) 
dialokasikan untuk puskesmas sisanya yaitu 4 orang untuk DKK (3 untuk tupoksi 
DBD dan 1 orang untuk HIV). Sedangkan untuk sumber daya dana terdapat 
beberapa kendala yaitu Penyelidikan Epidemiologi (PE) tidak semua dapat 
anggaran, peningkatan SDM kurang dikarenakan anggaran kurang dan sarana 
prasarana tetap berjalan namun kurang ideal. Dana yang ada belum dapat 
mengcover kegiatan pengendalian DBD. 
Sarana prasarana yang dimiliki DKK Semarang terbilang cukup lengkap, 
menurut Pak Susyanto. Hal ini dibuktikan adanya komputer untuk proses input data, 
tiap puskesmas dilengkapi 2 mesin fogging dan 1 tim fogging yang terdiri dari 6 
orang dan adanya mesin ULV yaitu mesin pembunuh nyamuk Aedes dengan cara 
pengkabutan. 
Menurut ketiga narasumber yang telah diwawancarai memberikan informasi 
bahwa struktur birokrasi dalam pengadaan sumber daya baik manusia maupun dana 
sama yaitu adanya pengajuan kepada Walikota Semarang. Pengadaan sumber 
daya dari Walikota Semarang juga berasal dari Pemerintah Kota. Sumber daya 
manusia diberikan kepada Kepala Dinkes Kota Semarang sesuai pengajuan, 
sedangkan untuk sumber daya dana sudah mendapatkan plot/bagiannya masing-
masing. Dari Kepala DKK selanjutnya diberikan ke bagian sesuai plotnya masing-
masing. 
Segi disposisi dalam implementasi kebijakan pengendalian DBD, menurut Bu 
Endah adanya sikap demokrasi yang diterapkan. Hal ini dikarenakan tidak perlu 
menunggu perintah Walikota dalam pelaksanaannya. Menurut Pak Dani dan Pak 
Susyanto, adanya rencana kegiatan atau job desk per seksi membuat tiap seksi 
mengetahui kegiatannya masing-masing 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik 
untuk mengadakan analisis implementasi kebijakan pengendalian DBD Dinkes Kota 
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Semarang pada puskesmas dengan tingkat penurunan angka kesakitan besar dan 
pada puskesmas dengan tingkat penurunan angka kesakitan kecil, Untuk 
mengetahui lebih dalam tentang bagaimana variabel sumber daya, komunikasi, 
disposisi dan struktur birokrasi mempengaruhi implementasi kebijakan pengendalian 
DBD, sehingga terjadi penurunan angka kesakitan yang besa dan yang kecil. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Penulisan ini menggunakan jenis penelitian observasional dan metode 
pengumpulan data kualitatif dengan pendekatan deskriptif (explanatory research). 
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (In-depth interview) 
yang menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan terbuka. Jenis 
wawancara yang digunakan yaitu jenis wawancara semi berstruktur. Penelitian ini 
dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Waktu pelaksanaan adalah pada 
bulan April-Mei 2012. Obyek yang akan diteliti adalah faktor komunikasi, sumber 
daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keseluruhan subyek dalam penelitian ini 
adalah semua karyawan Bidang P2P Dinkes Kota Semarang. Jumlah karyawan di 
Bidang P2P Dinkes Kota Semarang ada 26 orang. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diambil 
dengan menggunakan purposive sampling. Syarat pemilihan informan yaitu yang 
berhubungan langsung dengan Perda no. 5 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh 
Walikota Semarang. Jumlah informan utama ada 3 orang yaitu kepala Dinkes Kota 
Semarang, kepala seksi P2B2 dan pemegang program P2DBD.  
Uji validitas yang digunakan adalah triangulasi sumber yang terdiri dari 4 orang 
yaitu kepala dan pemegang program puskesmas Kedungmundu dan kepala dan 
pemegang program puskesmas Bangetayu. 
 
HASIL PENELITIAN 
IMPLEMENTASI 
Pemegang program di DKK Semarang yaitu Kepala Dinas, P2P, PKPKL, 
Yankes dan Kesga. Kegiatan pengendalian DBD yang dilakukan DKK yaitu PE, 
fogging, penanggulangan, penyuluhan, PSN, surveilans dan rapat koordinator. 
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Beberapa informan menjawab tidak tahu karena tidak pernah mendengar adanya 
mandat. Namun ada yang menjawab mandat berupa menjaga Semarang tidak 
rangking 1 kasus DBD dan adanya pemindahan tempat kerja untuk camat. Tentang 
penerapan Perda no. 5 tahun 2010 tentang pengendalian DBD sampai dengan 
sekarang yaitu belum diterapkan sanksi pada masyarakat dan belum semua 
kegiatan diterapkan karena di dalam perda dijelaskan pengendalian DBD secara 
bertahap sesuai kemampuan daerah. 
 
KOMUNIKASI 
Pemberi informasi kegiatan pengendalian DBD yaitu DKK Semarang 
khususnya kepala bidang dan staff (bidang P2P, PKPKL, Yankes). Kegiatan rutin 
untuk menyampaikan informasi yaitu minimal 4 kali per tahun untuk kegiatan rutin 
DKK dan 2 minggu sekali yaitu setiap rabu minggu pertama dan ketiga. Metode 
penyampaian informasi yang dilakukan yaitu lisan berupa pertemuan atau rapat 
koordinator, by phone, penyuluhan dan tertulis berupa surat, SMS dan internet. 
Kendala yang ditemukan dalam komunikasi yaitu menyamakan waktu untuk 
diadakan pertemuan, menyamakan persepsi, info tidak sampai ke masyarakat dan 
media informasi. 
 
SUMBER DAYA 
Pemegang program hanya terdiri dari 1 orang. Ketersediaan kuantitas SDM 
sudah cukup tapi untuk ideal masih kurang. Kemampuan SDM yang dimiliki yaitu 
cukup. Hal ini dikarenakan masih terdapat kurangnya pendidikan dan pelatihan 
untuk petugas. Sudah adanya dana khusus untuk alokasi kegiatan pengendalian 
DBD. 
 
DIPOSISI 
Keterlibatan DKK sangat besar seperti sebagai sumber informasi, monitoring, 
evaluasi, memberikan anggaran dan kegiatan-kegiatan pengendalian DBD. DKK 
sudah mau terjun langsung dalam kegiatan pengendalian DBD yang ada di 
puskesmas seperti fogging, pelatihan, PE, rapat koordinator, penyuluhan, dll. Sudah 
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ada fasilitas yang disediakan DKK untuk menunjang kegiatan pengendalian DBD 
yaitu mesin fogging, APD, pengadaan petugas fogging, mobil ambulans. 
Ketersediaan fasilitas tersebut cukup tapi dirasa masih kurang. Hal ini dibuktikan 
dengan mesin fogging yang disediakan 2 mesin dari idealnya 4 mesin. Adapula 
puskesmas yang menggunakan transportasi dan komputerisasi pribadi untuk 
kegiatan PE. 
 
STRUKTUR BIROKRASI 
Baik DKK maupun puskesmas sudah memiliki SOP atau pedoman 
pelaksanaan kegiatan pengendalian DBD. Tidak ada struktur organisasi khusus 
untuk program pengendalian DBD. Struktur organisasi yang ada mengikut masing-
masing instansi. Adanya koordinasi intern yang dilakukan yaitu dengan adanya rapat 
rutin seminggu sekali. 
 
PEMBAHASAN 
Menurut Riant Nugroho, keefektifan implementasi kebijakan pada prinsipnya 
harus memenuhi “empat tepat”, yaitu apakah kebijakannya sendiri sudah tepat, 
ketepatan pelaksana, ketepatan target implementasi dan apakah lingkungan 
implementasi sudah tepat.11 Hasil penelitian, Kota Semarang sempat menduduki 
ranking 1 dengan kasus DBD terbanyak di Jawa Tengah. Oleh karena itu, Pemkot 
dalam hal ini Walikota Semarang, Dinkes Kota Semarang, puskesmas dan instansi-
instansi terkait membuat kebijakan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah 
Dengue. Pelaksana program adalah bagian pencegahan dan pemberantasan 
penyakit (P2P) khususnya seksi Pemberantasan penyakit bersumber binatang 
(P2B2). Sasaran utamanya adalah puskesmas. Selama kebijakan ini dijalankan, 
tanggapan dari puskesmas sangat baik. Mereka menganggap kebijakan ini sebagai 
bentuk keseriusan DKK dalam menurunkan kasus DBD dan sebagai acuan untuk 
puskesmas agar dapat menerapkan isi dari kebijakan tersebut ke masyarakat. 
Sesuai dengan teori George Edward, keberhasilan implementasi kebijakan 
mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan dan 
sasaran harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi 
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distorsi implementasi.12 Semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas 
program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam 
mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.13 
Jumlah pelaksana program di DKK Semarang khususnya seksi P2P ada 9 
orang, tetapi pemegang programnya hanya 1 orang. Seksi P2P telah memiliki 
kompetensi yang cukup baik dalam menyampaikan maksud dan tujuan kepada 
puskesmas. Namun tetap memerlukan pelatihan untuk menjaga kualitas dari SDM 
itu sendiri. Adanya alokasi dana sesuai dengan teori George Edward sumber daya 
finansial menjamin keberlangsungan program. Tanpa ada dukungan program tak 
dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. 
DKK juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan menyediakan fasilitas untuk 
puskesmas. Hal ini sesuai dengan Perda no. 5 tahun 2010 tentang pengendalian 
penyakit demam berdarah dengue, bab iv bagian kedua tentang penaggulangan, 
pasal 17, ayat 4 dan pasal 18, ayat 2. 
Sudah ada SOP dalam implementasi pengendalian DBD, sedangkan struktur 
organisasi mengikuti instansi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bahwa 
struktur birokrasi mencakup dua hal yaitu mekanisme dan struktur organisasi 
pelaksana sendiri.(Indiahono, Dwiyanto, 2009) salah satu dari aspek struktur yang 
penting dari setiap organisasi adalah adanya sop.(Subarsono, 2005).12,13 
 
KESIMPULAN 
Implementasi kebijakan pengendalian DBD di Dinkes Kota Semarang sudah 
berjalan. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya kasus DBD di kota Semarang 
sebanyak 72% dari yang ditargetkan yaitu sekitar 50%. Implementasi kebijakan 
pengendalian DBD sudah sesuai dengan teori Riant Nugroho yaitu “empat tepat” 
dalam rangka keefektifan implementasi kebijakan. Komunikasi yang dilakukan intern 
di DKK juga sudah berjalan dengan adanya pertemuan rutin seminggu sekali dan 
rapat koordinator 6 sampai 10 kali per tahun. Sedangkan komunikasi dengan 
puskesmas dilakukan hampir setiap hari dan adanya rapat koordinator 2 minggu 
sekali. Sumber daya manusia dari segi kuantitas cukup tapi masih kurang ideal dan 
dari segi kualitas kurang adanya pelatihan. Sumber daya dana, jumlahnya masih 
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kurang. Disposisi dalam hal ini komitmen yang dimiliki DKK sudah cukup baik. Hal ini 
dibuktikan DKK memiliki keterlibatan yang sangat besar dan sudah berpartisipasi 
aktif dalam kegiatan pengendalian DBD. DKK juga sudah menyediakan fasilitas 
penunjang walaupun jumlahnya masih kurang. Dalam pelaksanaannya, DKK sudah 
memiliki SOP. Untuk struktur organisasi, tidak ada struktur organisasi khusus dan 
hanya mengikuti kedinasan. 
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